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ABSTRAK :

CATATAN :

Keputusan ini dibuat dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dan untuk mematuhi tertib administrasi
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 ; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ; Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemiliihan Umum
Kabupaten Takalar tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatangan Surat Perintah
Membayar, serta Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.



